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Abstract 

This study examines the transformation of Islamic criminal law in modern Acehnese society, focusing 

on the implementation of the Qanun Jinayat, which governs the application of hudud, qisas, and ta'zir 

punishments. Aceh is the only province in Indonesia that officially enforces Sharia law, offering a 

unique case study to understand how Islamic criminal law is adapted in a modern context. This 

research employs a literature review method, gathering and analyzing various sources, including 

literature, journals, and legal documents related to the implementation of Islamic criminal law in 

Aceh. The findings indicate that while the enforcement of Islamic criminal law in Aceh enjoys 

significant support from the local population as part of their cultural and religious identity, substantial 

challenges remain, particularly regarding its alignment with human rights principles and national law. 

The study concludes that the transformation of Islamic criminal law in Aceh reflects efforts to balance 

the preservation of Islamic traditions with the demands of modernity. Nonetheless, continuous 

dialogue among stakeholders is necessary to ensure that the implementation of Sharia law in Aceh 

remains consistent with universal principles of justice and human rights. 
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Abstrak 

Penelitian ini membahas transformasi hukum pidana Islam dalam masyarakat modern di Aceh, 

dengan fokus pada penerapan Qanun Jinayat yang mengatur pelaksanaan hukum hudud, qisas, dan 

ta'zir. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi menerapkan hukum 

syariah, sehingga memberikan kasus studi yang unik untuk memahami bagaimana hukum pidana 

Islam diadaptasi dalam konteks modern. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, 

mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, jurnal, dan dokumen hukum terkait implementasi 

hukum pidana Islam di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan hukum 

pidana Islam di Aceh mendapatkan dukungan dari sebagian besar masyarakat lokal sebagai bagian 

dari identitas budaya dan agama, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam hal keselarasan 

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum nasional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan 

bahwa transformasi hukum pidana Islam di Aceh mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan 

antara pelestarian tradisi Islam dan adaptasi terhadap tuntutan zaman modern. Meskipun demikian, 

perlu adanya dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa 

implementasi hukum syariah di Aceh tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia 

yang universal. 
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1. PENDAHULUAN 
 

 Aceh, sebagai salah satu wilayah dengan status otonomi khusus di Indonesia, memiliki 

sejarah panjang dalam penerapan hukum Islam. Penerapan hukum pidana Islam di Aceh mendapatkan 

momentum baru setelah diberlakukannya otonomi khusus yang memberi kewenangan lebih besar 

dalam pengaturan hukum daerah. Keunikan ini menjadikan Aceh sebagai satu-satunya provinsi di 

Indonesia yang secara formal menerapkan syari’at Islam dalam aspek hukum pidana, yang diatur 

dalam Qanun Jinayat (Melayu et al., 2021). Sejarah penerapan hukum Islam di Aceh tidak terlepas 

dari peran Kerajaan Aceh Darussalam yang telah mempraktekkan hukum syariah sejak abad ke-16. 

Dalam konteks modern, hukum pidana Islam kembali mendapatkan pengakuan formal pasca 

perjanjian damai MoU Helsinki pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik panjang antara Gerakan 

Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia (Abbas, 2018). Perjanjian ini menggarisbawahi 

pentingnya otonomi bagi Aceh, termasuk dalam bidang hukum. 

Transformasi hukum pidana Islam di Aceh setelah era Reformasi di Indonesia merupakan 

respons terhadap dinamika sosial-politik dan tuntutan lokal. Qanun Jinayat, yang diterapkan sejak 

2014, menjadi bukti konkret dari bagaimana hukum Islam disesuaikan dengan kondisi modern di 

Aceh. Namun, penerapan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari segi penerimaan 

masyarakat maupun harmonisasi dengan hukum nasional (Yusuf, 2023). Pemerintah Aceh, melalui 

peraturan daerah dan dukungan institusi-institusi keagamaan, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama 

(MPU), memainkan peran kunci dalam sosialisasi dan penerapan hukum pidana Islam. Upaya 

pemerintah ini didukung oleh mayoritas masyarakat Aceh yang mengidentifikasikan diri mereka 

dengan Islam secara kuat, meskipun ada perbedaan pendapat terkait interpretasi dan pelaksanaan 

hukum tersebut (Berutu, 2020). 

Meskipun hukum pidana Islam diterima secara luas, terdapat berbagai tantangan dalam 

implementasinya, terutama terkait dengan isu hak asasi manusia dan persepsi global tentang hukuman 

yang dianggap keras seperti cambuk dan rajam. Kritik ini terutama datang dari kelompok-kelompok 

hak asasi manusia dan pengamat internasional, yang menganggap beberapa aspek dari Qanun Jinayat 

bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal (Yusuf, 2023). Globalisasi telah 

membawa perubahan signifikan dalam masyarakat Aceh, termasuk dalam aspek hukum. Penetrasi 

media global dan pertukaran informasi yang semakin intensif menempatkan penerapan hukum pidana 

Islam di bawah sorotan dunia internasional. Di sisi lain, globalisasi juga membawa pengaruh pada 

dinamika internal masyarakat Aceh dalam melihat dan memahami hukum Islam dalam konteks 

modern  (Zainuddin et al., 2024). 

Respon masyarakat Aceh terhadap penerapan hukum pidana Islam sangat beragam. 

Sementara sebagian besar mendukung penerapan hukum syariah sebagai identitas keagamaan dan 

budaya, ada juga kelompok yang merasa penerapan hukum ini perlu lebih fleksibel dan disesuaikan 

dengan konteks sosial yang terus berubah (Efendi & Hadana, 2022).  Kritik terhadap Qanun Jinayat 

tidak hanya datang dari luar Aceh tetapi juga dari dalam, khususnya dari kalangan intelektual Muslim 

yang mempertanyakan relevansi dan kemaslahatan penerapan hukum pidana tertentu di era modern. 

Isu yang paling sering diperdebatkan adalah relevansi hukuman fisik seperti cambuk dan bagaimana 

hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam (N. Surbakti, 2010). 

Melihat tantangan yang ada, beberapa pihak mengusulkan reformasi hukum pidana Islam di 

Aceh agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum modern dan internasional. Reformasi ini 

diharapkan tidak hanya mempertahankan identitas keislaman Aceh tetapi juga menjamin perlindungan 

hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga. Adat dan budaya lokal Aceh juga memainkan 

peran penting dalam penerapan hukum pidana Islam. Integrasi antara adat dan syariah menciptakan 

sebuah sistem hukum yang unik, di mana hukum Islam tidak diterapkan secara kaku tetapi 

disesuaikan dengan tradisi lokal (Hasibuan et al., 2023). Namun, ini juga menimbulkan tantangan 

dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. 

Penerapan hukum pidana Islam di Aceh memiliki implikasi hukum yang signifikan bagi 

pelanggar. Kajian empiris menunjukkan bagaimana pelaksanaan hukuman fisik berdampak pada 

pelaku, baik dari segi psikologis, sosial, maupun ekonomi. Diskusi mengenai efektivitas hukuman ini 

menjadi penting dalam memahami tujuan dari hukum pidana Islam: apakah untuk memberikan efek 

jera, atau untuk mendidik masyarakat. Lembaga syariah di Aceh, termasuk pengadilan syariah, 

memiliki peran sentral dalam penegakan hukum pidana Islam. Kinerja lembaga-lembaga ini menjadi 
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indikator keberhasilan penerapan hukum Islam di Aceh. Penelitian menunjukkan bahwa integritas dan 

profesionalisme lembaga syariah sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat dan 

keberlanjutan penerapan hukum syariah. Di tengah berbagai tantangan, masa depan penerapan hukum 

pidana Islam di Aceh masih sangat bergantung pada bagaimana masyarakat Aceh dan pemerintah 

daerah merespon perubahan sosial yang cepat. Tantangan terbesar mungkin terletak pada bagaimana 

hukum ini dapat terus relevan dan diterima di tengah globalisasi dan perubahan nilai-nilai sosial yang 

terjadi secara cepat. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam transformasi 

hukum pidana Islam di Aceh, baik dari segi historis, sosial, maupun hukum. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika hukum pidana 

Islam di Aceh dalam konteks masyarakat modern serta implikasinya bagi masa depan hukum Islam di 

Indonesia. Adapun gap dari artikel ini terletak pada kurangnya kajian komprehensif yang 

mengintegrasikan perspektif lokal dan internasional terkait penerapan hukum pidana Islam di Aceh 

dalam konteks modern. Artikel ini berbeda dari artikel lainnya karena tidak hanya fokus pada 

penerapan hukum secara normatif, tetapi juga menyoroti dinamika sosial, budaya, dan politik yang 

mempengaruhi implementasi hukum syariah di Aceh. Artikel ini menawarkan pendekatan holistik 

dengan mengeksplorasi tantangan integrasi hukum Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia 

dan hukum nasional Indonesia, yang seringkali diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Hal ini 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana Islam dapat 

beradaptasi dan tetap relevan di era modern, terutama di wilayah dengan otonomi khusus seperti 

Aceh. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk 

mengeksplorasi transformasi hukum pidana Islam dalam masyarakat modern di Aceh. Metode ini 

dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal 

ilmiah, artikel, dokumen hukum, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik (Bachtiar, 2018). 

Sumber-sumber ini diidentifikasi melalui pencarian di perpustakaan, database akademik, serta jurnal, 

yang mencakup literatur terkait hukum pidana Islam dan penerapannya di Aceh. Diantara sebagai 

sumber kajian yang berkaitan. Pertama artikel oleh Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan 

Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh.” Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure volume 12 nomor 2 tahun 

2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh telah menghadapi 

sejumlah tantangan hukum dan sosial. Meskipun Qanun Jinayat secara hukum diakui dan diterapkan 

sebagai bagian dari otonomi khusus Aceh, penerapannya masih menemui kendala, terutama terkait 

dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat, serta integrasi dengan hukum nasional. 

Kedua artikel oleh Hestinur Hidayah, dkk “Transformasi Hukum Islam pada Masyarakat di 

Indonesia.” Dalam jurnal Reformasi Hukum volume 24 nomor 2 tahun 2020. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa transformasi hukum Islam di Indonesia terjadi melalui proses adaptasi yang 

dinamis antara hukum syariah dan sistem hukum nasional. Penelitian ini menyoroti bahwa penerapan 

hukum Islam di Indonesia dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya yang beragam, serta 

adanya interaksi antara norma-norma tradisional Islam dengan prinsip-prinsip hukum modern dan 

demokrasi. Seperti Aceh, transformasi ini memerlukan penyesuaian agar selaras dengan konstitusi 

Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ketiga Khairol Gunawan, dkk “Tranformasi 

Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern.” Dalam jurnal Jimmi: 

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin volume 1 nomor 1 tahun 2024.  Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa peradilan Islam di masyarakat modern mengalami transformasi signifikan, 

terutama dalam hal adaptasi terhadap perkembangan zaman dan tuntutan hukum modern. Penelitian 

ini juga menyoroti pentingnya reformasi institusi peradilan Islam agar lebih responsif terhadap 

perubahan sosial dan politik, serta mampu menjaga relevansi hukum Islam di tengah kemajuan hukum 

dan masyarakat global. 

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, 

di mana peneliti mengkaji dan membandingkan pandangan dari berbagai literatur yang ada untuk 

memahami bagaimana hukum pidana Islam telah berevolusi di Aceh dalam konteks modern. Fokus 
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utama penelitian ini adalah mengidentifikasi perubahan dan adaptasi dalam Qanun Jinayah, serta 

bagaimana masyarakat dan pemerintah Aceh merespon dinamika sosial dan hukum yang terjadi. 

Penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif historis untuk memahami akar dari transformasi 

hukum ini dan hubungannya dengan perkembangan politik dan sosial di Aceh. 

Hasil dari penelitian pustaka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yang 

signifikan dalam kajian hukum pidana Islam, khususnya di Aceh. Dengan mengintegrasikan berbagai 

pandangan dari literatur yang ada, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif 

mengenai tantangan dan prospek penerapan hukum pidana Islam di tengah perubahan sosial yang 

terus berlangsung di Aceh. Kontribusi praktis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan yang 

mendalam bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum mengenai bagaimana hukum 

pidana Islam dapat diadaptasi secara efektif dalam konteks masyarakat modern, seperti di Aceh. 

Temuan ini dapat menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih seimbang, yang 

mengakomodasi prinsip-prinsip syariah sekaligus menjaga keselarasan dengan standar hak asasi 

manusia dan hukum nasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dan 

pemangku kepentingan lainnya untuk merancang mekanisme dialog dan evaluasi berkelanjutan guna 

memastikan bahwa implementasi hukum pidana Islam tetap relevan, adil, dan inklusif di era modern. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sejarah dan Perkembangan Hukum Pidana Islam di Aceh 

Sejarah penerapan hukum pidana Islam di Aceh dapat ditelusuri sejak masa Kesultanan Aceh 

Darussalam pada abad ke-16. Pada masa tersebut, hukum Islam sudah menjadi bagian integral dari 

sistem pemerintahan dan sosial masyarakat Aceh (Yusuf, 2023). Sultan Iskandar Muda (1607–1636), 

misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan hukum syariah secara tegas, termasuk dalam 

hal pidana, yang diatur melalui undang-undang kerajaan (Fajarni, 2017). Undang-undang ini 

menggabungkan elemen-elemen hukum Islam dengan adat lokal, yang dikenal sebagai “adat bersendi 

syara’, syara’ bersendi kitabullah”. Penerapan hukum Islam di Aceh mengalami tantangan signifikan 

selama masa kolonialisme Belanda. Kolonialisme memperkenalkan sistem hukum Barat, yang secara 

perlahan menggantikan hukum Islam di wilayah yang dikuasai. Meskipun demikian, di pedalaman 

Aceh, praktik hukum Islam masih dipertahankan oleh masyarakat lokal, meskipun dalam bentuk yang 

lebih terbatas (Hurgronje, 2019). Setelah kemerdekaan Indonesia, Aceh tetap mempertahankan 

identitasnya sebagai daerah yang kuat dalam tradisi Islam, meskipun penerapan hukum pidana Islam 

menjadi lebih tersingkir oleh hukum nasional yang berbasis pada sistem hukum Belanda. 

Pada masa Orde Baru, Aceh mengalami marginalisasi dalam penerapan hukum Islam, 

terutama setelah adanya kebijakan sentralisasi oleh pemerintah pusat. Hukum pidana Islam praktis 

tidak diberlakukan secara formal, dan Aceh lebih dikenal sebagai “Daerah Operasi Militer” (DOM) 

karena konflik bersenjata antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Meskipun 

demikian, di tengah represi politik ini, keinginan masyarakat Aceh untuk menerapkan syari’at Islam 

tetap hidup, dan menjadi salah satu faktor pendorong gerakan perlawanan terhadap pemerintah pusat  

Pasca-Reformasi 1998, terjadi perubahan signifikan dalam struktur politik dan hukum Indonesia, 

termasuk di Aceh. Melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh mendapatkan otonomi khusus yang 

memungkinkan penerapan syari’at Islam. Diikuti oleh penerbitan Qanun Syariah yang mengatur 

berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana. Qanun Jinayah yang diterbitkan pada tahun 2014 

menjadi tonggak penting dalam sejarah penerapan hukum pidana Islam di Aceh. 

Qanun Jinayah yang disahkan pada tahun 2014 merupakan bentuk konkret dari penerapan 

hukum pidana Islam di Aceh dalam era modern. Qanun ini mengatur berbagai tindak pidana, 

termasuk zina, minuman keras (khamar), judi, dan khalwat (perbuatan mesum), yang semuanya 

diancam dengan hukuman yang sesuai dengan syariah, seperti cambuk, denda, atau penjara. 

Implementasi Qanun Jinayah telah menjadi topik perdebatan, baik di tingkat nasional maupun 

internasional, dengan argumen yang berfokus pada efektivitas dan dampaknya terhadap hak asasi 
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manusia. Penerapan Qanun Jinayah di Aceh tidak lepas dari berbagai tantangan. Respon masyarakat 

Aceh cenderung mendukung, mengingat kuatnya identitas Islam di wilayah tersebut. Namun, 

tantangan muncul dari segi harmonisasi dengan hukum nasional dan internasional, serta kritik dari 

kelompok-kelompok HAM yang menganggap beberapa sanksi dalam Qanun Jinayah tidak sejalan 

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal sosialisasi dan 

konsistensi penerapan hukum ini di berbagai wilayah di Aceh (N. Surbakti, 2010). 

Kedepan, penerapan hukum pidana Islam di Aceh dihadapkan pada tantangan dan peluang. 

Dari satu sisi, ada upaya untuk memperkuat penerapan syariah melalui peningkatan pemahaman 

masyarakat dan penegakan hukum yang lebih adil. Di sisi lain, ada tekanan untuk melakukan 

reformasi agar hukum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan 

dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 

mengevaluasi efektivitas penerapan Qanun Jinayah dan dampaknya terhadap tatanan sosial di Aceh 

(Munir, 2020). 

 

B. Pelaksanaan Qanun Jinayat Sebagai Wujud Hukum Pidana Islam di Aceh. 

Qanun Jinayat adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Aceh 

sebagai bagian dari implementasi syari’at Islam di wilayah tersebut. Disahkan pada tahun 2014, 

Qanun Jinayat mengatur berbagai tindak pidana yang khusus berkaitan dengan pelanggaran terhadap 

nilai-nilai Islam, seperti zina, perjudian, minuman keras (khamar), dan perbuatan mesum (khalwat). 

Qanun ini merupakan bagian dari upaya untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Aceh yang 

mayoritas Muslim dan yang selama ini menginginkan penerapan hukum Islam secara formal dalam 

sistem hukum lokal (E. D. Surbakti & Agoestian, 2020). Qanun Jinayat mencakup ketentuan yang 

mengatur jenis-jenis pelanggaran, proses penegakan hukum, dan sanksi yang dikenakan. Misalnya, 

hukuman bagi pelanggaran zina dan khalwat bisa berupa cambuk di depan umum, yang dianggap 

sebagai upaya untuk memberikan efek jera serta sebagai bagian dari penegakan moral dalam 

masyarakat. Sanksi dalam Qanun Jinayat dirancang tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk 

memberikan pelajaran kepada pelanggar agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Qanun 

ini juga memberikan panduan bagi penegak hukum di Aceh dalam menangani kasus-kasus pidana 

yang berhubungan dengan pelanggaran syari’at (Yusuf, 2019). 

Penegakan Qanun Jinayat di Aceh dilakukan oleh aparat penegak hukum lokal, termasuk 

Wilayatul Hisbah (polisi syariah) dan pengadilan syariah. Proses penegakan hukum ini mencakup 

investigasi, penangkapan, penuntutan, dan eksekusi hukuman. Wilayatul Hisbah memiliki peran 

penting dalam mengawasi perilaku masyarakat dan menegakkan ketentuan syari’at sesuai dengan 

Qanun Jinayat. Pengadilan syariah di Aceh, yang memiliki wewenang khusus dalam menangani 

kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran syari’at, memastikan bahwa proses peradilan berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Chysara et al., 2022). Meskipun Qanun Jinayat telah 

dilaksanakan secara resmi, penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan 

utama adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang merasa bahwa penerapan hukum syariah ini 

tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai keadilan universal, terutama dalam hal hak asasi manusia. 

Selain itu, ada kritik terhadap prosedur penegakan hukum yang kadang dianggap tidak transparan atau 

melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak individu. Tantangan lainnya adalah bagaimana 

mengharmonisasikan Qanun Jinayat dengan hukum nasional Indonesia yang sekuler (Ferizal, 2019). 

Pelaksanaan Qanun Jinayat telah memberikan dampak sosial yang signifikan di Aceh. Di satu 

sisi, banyak yang melihat penerapan hukum ini sebagai bentuk komitmen Aceh terhadap syari’at 

Islam, yang memperkuat identitas keislaman di wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, ada dampak 

yang menimbulkan kekhawatiran, seperti stigmatisasi terhadap mereka yang dihukum di depan umum, 

yang bisa berujung pada marginalisasi sosial. Ada pula kekhawatiran bahwa hukum ini bisa 

digunakan untuk menekan kelompok-kelompok tertentu atau untuk menyelesaikan perselisihan 

pribadi dengan dalih penegakan syari’at (Etika, 2024). Kritik terhadap Qanun Jinayat umumnya 

datang dari kelompok pegiat hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kritik 

ini berfokus pada hukuman-hukuman yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, 
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seperti hukuman cambuk yang diterapkan di depan umum. Selain itu, ada juga kritik mengenai 

potensi diskriminasi dalam penerapan hukum ini, khususnya terhadap perempuan dan kelompok 

minoritas. Meskipun demikian, pemerintah Aceh dan pendukung Qanun Jinayat berargumen bahwa 

hukum ini adalah cerminan dari kehendak mayoritas masyarakat Aceh dan merupakan bagian dari hak 

otonomi yang dimiliki oleh provinsi tersebut (Abubakar et al., 2019). 

Kedepan, pelaksanaan Qanun Jinayat di Aceh kemungkinan akan terus menjadi subjek 

perdebatan baik di tingkat lokal maupun nasional. Tantangan utama adalah bagaimana 

mempertahankan relevansi dan efektivitas hukum ini di tengah perubahan sosial dan tekanan global. 

Ada kebutuhan untuk terus melakukan evaluasi dan reformasi terhadap Qanun Jinayat agar bisa 

beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk mempertimbangkan aspek-aspek hukum yang 

lebih progresif dan inklusif. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menilai dampak jangka 

panjang dari penerapan hukum ini terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhan (Usman, 2021). 

 

C. Dampak Sosial dan Hukum dari Transformasi Hukum Pidana Islam di Aceh 

Transformasi hukum pidana Islam melalui penerapan Qanun Jinayat di Aceh telah 

menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Penerapan hukum ini tidak hanya mempengaruhi sistem 

hukum di Aceh, tetapi juga berdampak pada struktur sosial dan budaya masyarakat. Bagi banyak 

orang di Aceh, Qanun Jinayat dianggap sebagai upaya untuk mengembalikan nilai-nilai keislaman 

yang kuat, memperkuat identitas religius, dan mengatur moralitas publik sesuai dengan syari’at Islam 

(Etika, 2024). Namun, transformasi ini juga menimbulkan berbagai dinamika sosial yang 

mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Penerapan Qanun Jinayat telah mempengaruhi 

norma-norma sosial di Aceh. Norma yang berkaitan dengan moralitas, seperti hubungan antara laki-

laki dan perempuan, cara berpakaian, dan perilaku di ruang publik, menjadi lebih diatur dan diawasi 

(Abbas, 2018). Misalnya, hukuman bagi pelanggaran seperti zina, khamar, dan khalwat yang 

ditetapkan dalam Qanun Jinayat bertujuan untuk menjaga kesucian masyarakat dan mencegah 

perilaku yang dianggap melanggar syari’at Islam. Namun, kontrol sosial yang ketat ini juga 

menimbulkan perdebatan mengenai ruang kebebasan individu dan hak-hak pribadi dalam masyarakat. 

Salah satu dampak sosial yang cukup menonjol dari penerapan hukum pidana Islam di Aceh 

adalah pengaruhnya terhadap perempuan dan kelompok rentan. Perempuan sering kali menjadi subjek 

utama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran moralitas, seperti zina dan khalwat (Ashikin, 

2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat cenderung menempatkan 

beban sosial yang lebih besar pada perempuan, baik dalam proses hukum maupun dalam masyarakat. 

Selain itu, kelompok rentan seperti minoritas agama juga menghadapi tantangan dalam beradaptasi 

dengan norma-norma syariah yang berlaku. Transformasi hukum pidana Islam di Aceh juga 

membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum dan administrasi peradilan. Pengadilan syariah 

memainkan peran yang semakin penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan 

pelanggaran Qanun Jinayat (Pane, 2017). Sistem peradilan ini memberikan ruang bagi penerapan 

hukum syariah dalam konteks hukum pidana, yang berbeda dengan sistem hukum nasional yang 

berlaku di Indonesia secara umum. Perubahan ini menuntut adanya peningkatan kapasitas dan 

kompetensi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus berdasarkan hukum syariah. 

Penerapan Qanun Jinayat telah memunculkan beragam tanggapan dari berbagai aktor sosial 

di Aceh, termasuk ulama, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Sebagian besar masyarakat Aceh 

mendukung penerapan hukum syariah sebagai bagian dari identitas budaya dan agama mereka. 

Namun, ada juga kritik dari kalangan aktivis HAM dan organisasi non-pemerintah yang menyoroti 

aspek-aspek tertentu dari Qanun Jinayat yang dianggap diskriminatif atau tidak sesuai dengan 

prinsip-prinsip hak asasi manusia (Danial, 2012). Kritik ini terutama difokuskan pada hukuman fisik 

seperti cambuk, yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional tentang perlakuan 

manusiawi. Dampak hukum dari transformasi ini juga dirasakan dalam konteks nasional dan 

internasional. Di tingkat nasional, penerapan Qanun Jinayat menimbulkan diskusi tentang 

harmonisasi hukum antara hukum syariah dan hukum nasional. Beberapa ahli hukum menilai bahwa 

penerapan hukum syariah di Aceh menimbulkan tantangan dalam menjaga kesatuan sistem hukum di 
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Indonesia (Akbar et al., 2022). Di tingkat internasional, penerapan hukum pidana Islam di Aceh 

menjadi sorotan karena dianggap bertentangan dengan konvensi internasional tentang hak asasi 

manusia yang telah diratifikasi oleh Indonesia. 

Kedepan, tantangan utama yang dihadapi Aceh dalam melanjutkan penerapan hukum pidana 

Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara penegakan syariah dan pemenuhan hak asasi 

manusia. Prospek untuk reformasi hukum di Aceh mungkin akan terus berkembang seiring dengan 

tekanan dari masyarakat sipil dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa hukum yang 

diterapkan tidak hanya adil tetapi juga manusiawi. Penelitian dan dialog berkelanjutan antara 

pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional, dan internasional akan sangat penting untuk 

menavigasi tantangan ini dan memastikan bahwa transformasi hukum pidana Islam di Aceh dapat 

berjalan dengan baik dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. 

 

D. Peran pemerintah dan lembaga syariah dalam mendukung transformasi hukum 

pidana Islam. 

Pemerintah Aceh memainkan peran krusial dalam mendukung transformasi hukum pidana 

Islam melalui penerapan Qanun Jinayat. Sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada 

Aceh, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur hukum pidana yang sesuai dengan 

syari’at Islam. Peran ini melibatkan penyusunan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan pengawasan 

terhadap implementasi hukum syariah di seluruh wilayah Aceh. Pemerintah Aceh juga berfungsi 

sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat lokal dan kebijakan hukum nasional, memastikan 

bahwa transformasi hukum ini diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Lembaga syariah, seperti 

Mahkamah Syar’iyah dan Wilayatul Hisbah, menjadi pilar utama dalam penegakan hukum pidana 

Islam di Aceh (Sulubara & Murthada, 2023). Mahkamah Syar’iyah berfungsi sebagai pengadilan 

syariah yang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran syari’at Islam, sementara 

Wilayatul Hisbah berperan sebagai polisi syariah yang bertugas mengawasi perilaku masyarakat dan 

menegakkan aturan syariah. Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam memastikan bahwa hukum 

yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan keadilan bagi masyarakat 

yang terlibat dalam proses hukum. 

Kerjasama yang erat antara pemerintah dan lembaga syariah menjadi kunci keberhasilan 

dalam transformasi hukum pidana Islam di Aceh. Pemerintah Aceh, melalui Dinas Syari’at Islam, 

bekerja sama dengan lembaga-lembaga syariah dalam merumuskan dan mensosialisasikan Qanun 

Jinayat kepada masyarakat. Sosialisasi ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang hukum syariah dan membangun dukungan publik terhadap penerapannya. Selain itu, 

pemerintah juga memberikan dukungan anggaran dan infrastruktur yang diperlukan oleh lembaga 

syariah untuk menjalankan tugasnya dengan efektif (Muklis & Imanu, 2021). Meskipun ada 

kerjasama yang baik, koordinasi antara pemerintah dan lembaga syariah sering kali menghadapi 

tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi tentang penerapan hukum syariah 

di berbagai tingkatan pemerintahan dan lembaga. Misalnya, ada perbedaan pandangan antara 

pemerintah pusat dan daerah mengenai batasan-batasan dalam penerapan syariah, terutama yang 

berkaitan dengan harmonisasi hukum nasional dan syariah. Tantangan lainnya adalah kekurangan 

sumber daya manusia yang kompeten dalam hukum syariah, yang sering kali menghambat 

pelaksanaan hukum secara konsisten dan adil. 

Lembaga syariah di Aceh juga berperan penting dalam edukasi dan penyuluhan hukum 

kepada masyarakat. Melalui berbagai program pendidikan, baik formal maupun informal, lembaga 

syariah berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum pidana Islam dan pentingnya 

kepatuhan terhadap syari’at. Penyuluhan hukum ini dilakukan melalui ceramah, seminar, dan diskusi 

publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk ulama, akademisi, dan tokoh 

masyarakat. Peran edukatif ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam 

tentang syari’at Islam dan mendukung implementasi hukum yang lebih efektif (Nurdin et al., 2020). 

Pengawasan dan evaluasi merupakan aspek penting dari peran pemerintah dan lembaga syariah dalam 

transformasi hukum pidana Islam. Pemerintah Aceh, melalui lembaga seperti Dinas Syari’at Islam, 
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bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat dan memastikan bahwa proses 

penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Walidain & Astuti, 2021). 

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas penerapan hukum dan mengidentifikasi 

area yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan 

kebijakan dan praktik hukum di masa depan. 

Kedepan, peran pemerintah dan lembaga syariah dalam mendukung transformasi hukum 

pidana Islam di Aceh akan semakin penting, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan 

perubahan sosial. Untuk itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak terkait untuk 

memperkuat kerjasama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memastikan bahwa 

hukum yang diterapkan mampu merespons kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan 

prinsip-prinsip syariah. Prospek masa depan transformasi hukum pidana Islam di Aceh sangat 

tergantung pada bagaimana pemerintah dan lembaga syariah mampu beradaptasi dengan dinamika 

sosial dan hukum yang terus berkembang. 

 

4.  KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana Islam dalam 

masyarakat modern di Aceh mencerminkan upaya yang kompleks untuk menyeimbangkan pelestarian 

tradisi syariah dengan tuntutan modernitas. Meskipun penerapan Qanun Jinayat di Aceh didukung 

oleh sebagian besar masyarakat sebagai ekspresi identitas agama dan budaya, tantangan signifikan 

tetap ada, terutama terkait dengan keselarasan hukum syariah dengan prinsip-prinsip hak asasi 

manusia dan hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan dialog yang berkelanjutan antara 

pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa implementasi hukum pidana Islam di Aceh tetap 

adil, manusiawi, dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di tingkat nasional dan 

internasional. 
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